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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Label Halal Dan Sertifikasi Halal 

1. Label Halal 

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang 

yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang 

tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya.
15

 Bentuk label ada 

yang berupa tanda dengan tulisan, gambar pada kemasan atau berupa brosur 

atau selebaran yang dimasukkan ke dalam kemasan. Label memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah 

kepada para konsumen yang baru berupa pelaksanaan 

tartib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman 

atau obat, dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen 

untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya 

sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-

undang bahan makan. 

2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti 

produsen memberikan keterangan agar konsumen dapat 

memilih, membeli serta meneliti secara bijaksana. 

                                                           
15

 Pengertian label terdapat dalamhttp://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertian-

label/,diakses pada tanggal 8 April 2016, 15:20 WIB. 

http://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertian-label/,diakses
http://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertian-label/,diakses
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3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih 

tidak berbahaya bila digunakan. Dalam hal ini maka para 

konsumen harus membiasakan diri untuk membaca label 

terlebih dahulu sebelum membeli barang atau produk. 

4. Bagi produsen label dipergunakan sebagai alat promosi 

dan perkenalan terhadap barang yang diproduksi atau 

diperdagangkannya.
16

 

Label adalah media penyampai informasi, maka sudah selayaknya 

informasi yang dicantumkan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan 

tidak menyesatkan. Pasal 1 ayat (3) Perturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1999 tentang label dan iklan pangan, menjelaskan pengertian label pangan 

adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 

pangan. 

Pencantuman label merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi atau 

menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau 

dikemasan pangan. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini bahwa pencantuman 

label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa 

                                                           
16

 Ibid. 
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sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, 

serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan 

dibaca. 

Di dalam pasal 3 ayat (1) yaitu lebel sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) 

berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Selanjutnya ayat 

(2) yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya. 

a. Nama produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke 

dalam wilayah Indonesia; 

e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; 

Ketentuan lain terkait segala sesuatu yang menyangkut pelabelan diatur 

secara lengkap dan jelas dalam peraturan ini. 

Sedangkan dalam pedoman penyusunan manual sistem jaminan halal 

bagi industri kecil dan menengah dinyatakan bahwa, halal merupakan 

pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk 

halal secara pasti, mencakup kepastian dalam penggunaan dan pengadaan 

bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta kepastian dalam 

proses produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat islam. 
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2. Sertifikasi Halal 

a. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat 

Islam. Sertifikat halal menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 

518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah fatwa 

tertulis yang menyatakan kehalalan suatu  produk pangan yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan. Sertifikat halal ini 

merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang 

sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan 

produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat 

dipindahtangankan.
17

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, 

serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

82/menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada 

label  makanan yang kemudian direvisi dengan  Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.924/menkes/SK/VIII/1996, telah mengatur secara 

jelas tentang kehalalan dan pencantuman label halal pada makanan. 

                                                           
17

 Wiku Adisasmito “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat 

dan Makanan” dalam Studi Kasus: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia, 2008, h. 13. 
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Tidak hanya kehalalan pada makanan, namun juga kehalalan pada 

minuman, obat, kosmetika dan produk-produk lain yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. 

Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut 

menunjukkan adanya suatu keharusan terutama bagi pelaku usaha 

untuk mencantumkan label halal pada produknya. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam Pasal 30  ayat (2) bahwa 

salah satu aspek  yang harus dimuat pada label kemasan pangan 

adalah keterangan  halal. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan 

bahwa keterangan halal untuk suau  produk pangan  sangat penting 

bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, 

namun  pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban 

apabila setiap orang yang memproduksi pangan  dan/atau 

memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah 

halal bagi umat Islam. 

Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat 

terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, pencantuman 

halal pada label dianggap telah terjadinya pernyataan dimaksud dan 

setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan yang dibuatnya. 
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b. Kewenangan MUI Dalam Fatwa Perizinan 

Kehalalan atau ketidakhalalan suatu peroduk bukan hanya terletak 

pada kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya, tetapi juga 

menyangkut proses produksi, bahan tambahan  dan bahan pelengkap 

yang digunakan seringkali ditemukan bahan pelengkap dan bahan 

tambahan yang tidak halal, seperti zat perwarna yang dilarutkan 

dengan alkohol. Oleh  karena itu, perlu informasi halal pada suatu 

produk dimana untuk mencantumkannya pelaku usaha atau  produsen 

harus melewati serangkaian proses pengujian terhadap produknya 

yang dilakukan oleh lembaga resmi yang telah  ditunjuk. 

Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu 

peroduk yang diperdagangkan diwilayah  Indonesia, baik ditingkat 

pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan 

lembaga ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana 

Pemeriksaan Pangan Halal dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa 

“menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan 

pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di 

Indonesia”. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM 

MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan 

sertifikat halal. 
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LPPOM MUI yaitu lembaga yang berfungsi membantu MUI 

dalam mem-ferifikasi, memeriksa dan mengkaji pangan, obat-obatan  

dan kosmetika untuk  menetukan kehalalannya. Dalam menjalankan 

tugasnya LPPOM MUI memiliki visi yaitu menjadi lembaga 

sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan 

kosmetika dalam rangka mendukung  ketentraman dan ketenangan 

masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan, 

obat-obatan dan kosmetika. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPOM MUI memiliki misi 

antara lain yaitu: 

1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada 

perusahaan-perusahaan yang mengajukan. 

2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi 

masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk. 

3. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka 

meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan 

pendidikan halal. 

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju 

kemashlahatan masyarakat luas melalui kegiatan-

kegiatan halal sesuai syari’at  islam. 
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B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk 

Yang Tidak Berlabel Halal 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 Angka 3 menjelaskan pengertian bahwa pelaku usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

Berdasarkan pengertian tersebut berarti termasuk perusahaan 

(korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, 

koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, 

pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang 

terdapat dalam UUPK ini tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha 

di luar negeri, karena UUPK membatasi oramg perseorangan atau badan 

usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
18

 

Sebagai penyelenggara dalam kegiatan usaha, pelaku usaha 

merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat 

                                                           
18

 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan ke-7, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 9. 
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negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak 

ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen.
19

 

Pengertian pelaku usaha yang luas sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 angka 3 UUPK, akan memudahkan konsumen untuk menuntut 

ganti kerugian dimana konsumen tidak begitu mengalami kesulitan 

dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan karena banyak 

pihak yang dapat digugat. Sebaiknya, ditentukan urutan-urutan pelaku 

usaha yang seharusnya digugat oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku 

usaha, yakni dengan urutan-urutan sebagai berikut:
20

 

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat 

produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan 

domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan. 

2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut 

diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah 

importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di 

luar negeri. 

3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak 

diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa 

konsumen membeli barang tersebut. 

Urutan-urutan di atas hanya diberlakukan jika suatu produk 

mengalami cacat pada saat diproduksi. Urutan-urutan tersebut juga 

mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan maupun Badan 

                                                           
19

 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, cetakan ke-1, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 17. 
20

 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op, cit, h. 10 



 

32 
 

 
 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena siapapun yang 

digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah 

pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, 

sehingga tidak memberatkan konsumen. 

2. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen 

Hubungan langsung adalah hubungan antara produsen dengan 

konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa 

mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pada umumnya 

dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan 

maupun tertulis.
21

 

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini 

adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara 

langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak 

konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk 

perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti 

bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti 

kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan 

perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang 

melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua 

sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang karena perbuatan 

manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. 

Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber 
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 Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, hukum perlindungan konsumen, jakarta: PT. Rajawali 

Pers, 2011, h. 34 
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perikatan yang terakhir yaitu undang-undang karena perbuatan manusia 

yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya 

dengan perlindungan konsumen.
22

 

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan 

agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan 

hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan 

perekonomian pada umumnya. 

Ada 5 hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beriktikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
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 Ibid, h. 35-36 
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5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainya. 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa 

pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang 

dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang 

memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang 

dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang 

dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, 

maka parapihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian 

yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.
23

 

Kewajiban bagi  bagi pelaku  usaha telah diatur dan diterangkan 

dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Pasal 7 yaitu: 

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa, serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur, serta tidak diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa. 
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 Ahmadi, Miru& Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008) h. 50. 



 

35 
 

 
 

5. Memberikan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta member 

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 

diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 

perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 

ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad  

baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan 

dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartiakan bahwa 

kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang 

dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.
24

 

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
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 Ibid. h. 51-54 
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mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat 

berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau 

jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(Tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 

mengenai adanya unsur kesalahan. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang 

cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku 
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usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang 

dialami konsumen.
25

 

Ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki 

kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal 

konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen 

hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti 

kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. 

Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa 

pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau 

perawatan kessehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan 

sekaligus kepada konsumen. 

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan 

konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa 

pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang 

mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak 

akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun 

secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. 

Agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan 

perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku 

usaha, maka seharusnya pasal 19 ayat (3) menetukan bahwa tenggang 

waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari 
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setelah terjadinya kerugian, bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti 

rumusan yang ada sekarang.
26

 

5. Tanggung jawab produk 

a. Pengertian tanggung jawab produk 

Tanggung jawab produk yaitu suatu tanggung jawab secara 

hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau 

dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan  produk 

tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian 

komersial tentang bengkel atau pergudangan, demikian juga para agen 

dan pekrja dari badan-badan usaha tersebut.
27

 

Tangggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang 

cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian 

bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian atau 

harta benda.
28

 

Suatu produk  dapat disebut cacat yaitu: 

1. Cacat produk yaitu keadaan produk yang umumnya berada di 

bawah tingkat harapan konsumen atau cacat sedemikian rupa 

sehingga dapat membahayakan harta-bendanya, kesehatan 

tubuh atau jiwa konsumen. 

 

 

                                                           
26

 Ibid. 126-127 
27

 Tama Rusli “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen” Dalam 

Pranata Hukum, volume 7, nomor 1, 2012, h. 81-82 
28

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan ke-4, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2014,h.103. 
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2. Cacat desain 

3. Cacat peringatan atau intruksi yaitu cacat  produk karena tidak 

dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau intruksi 

penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan 

atau intruksi tertentu termasuk produk cacat yang tanggung 

jawabnya secara tegas dibebankan kepada produsen dari 

produk yang bersangkutan.
29

 

b. Tanggung jawab produk dalam hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia 

Dasar adanya tanggung jawab produk yaitu perjanjian antara para 

pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum di 

Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut 

menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut.
30

 

Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas 

landasan: 

1. Pelanggaran jaminan yaitu pelanggaran terhadap jaminan 

bahwa barang yang dijual tidak mengandung cacat 

2. Kelalaian yaitu bila pelaku usaha yang digugat itu gagal 

menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, 

menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau 

mendistribusikan suatu barang. 

                                                           
29

 Ibid, h. 103-104. 
30

 Tama Rusli “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen” Dalam 

Pranata Hukum, volume 7, nomor 1, 2012, h. 82 
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3. Tanggung jawab mutlak.
31

 

Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen 

sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi 

dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan 

prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab 

produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak 

diharapkan para produsen atau pelaku usaha menyadari betapa 

pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 

Prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia meliputi 3 (tiga) 

bagian yaitu: 

1. Faktor-faktor eksternal hukum yang akan memperngaruhi 

perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan 

konsumen termasuk penerapan prinsip tanggung jawab 

mutlak. 

2. Faktor internal sistem hukum yaitu elemen struktur budaya 

hukum dalam rangka penerapan prinsip tanggung jawab 

mutlak di Indonesia. 

3. Raung lingkup materi atau substansi dari prinsip tanggung 

jawab mutlak yang perlu diatur dalam undang-undang.
32

 

 

                                                           
31

 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi, PT. Gramedia 

Widiasaran Indonesia, Jakarta, 2006, h. 81. 
32
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Grafika, Jakarta, 2008,h.108. 
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C. Tijauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang 

Label dan Iklan Pangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan menyatakan bahwa label pada produk pangan merupakan keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 

bentuk lain yang disertkan pada, atau merupakan bagiankemasan pangan, 

baik yang berupa makanan maupun minimum hasil dari cara dan metode 

produksi tertentu. 

Peraturan ini juga menyatakan bahwa tujuan pencantuman label yaitu: 

1. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. 

2. Label dan iklan pangan merupakan sarana yang penting, sehingga 

perlu diatur agar informasinya benar dan tidak menyesatkan. 

3. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak 

menyesatkan mengenai pangan yang akan di konsumsinya, khususnya 

yang disampaikan melalui label dan iklan pangan. 

Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 bab II mengenai label 

pangan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa produsen atau importir wajib 

mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan  pangan, label harus 

tidak mudah lepas, luntur atau rusak dan terletak pada bagian kemasan yang 

mudah dilihat dan dibaca. 
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Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

1. Label berisi tentang keterangan pangan. 

2. Syarat minimum mencakup nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau 

importir, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. 

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan  bahwa setiap orang yang 

memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut 

halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut 

dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.Pernyataan 

tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. 

Pasal 11 menyebutkan bahwa: 

1. untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau 

memasukkan pangan yang dikemas ke  dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut 

pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh menteri 

agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan 

yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak 

hanya menjadi tanggung  jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Adanya undang-undang dan peraturan 

pelaksanaan lainnya tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan 

perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut 

sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap 

Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. 


